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PERATUR AlV DAERAH KABUPATEN ASAHAN

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DARRAH AIR MINUM

Lubu i; :Jd

TIRTA SILAUPIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAING MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Daliwa uniuk ineipers aiki inana jeinci: ddil keudiigail,
meninglkatican kualitas, dan ecakupan pelayvenan
kepada masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Silaupiasa harus sehat dan hebas dari hutang

-

pac da Pemeriniaii Pusdi;

Minum Tirta Silaupidasa untuk menyelesaikan hutang
kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian

t o)

Keuaiigan Repu blix Indonesia;

bahwa penyertaan modal daerah kepada Perusahaan
Dacrah Air Minum Tirta Silaupiasa dalam rangka
penyelesaian hutang kepada Pemerintah Pusat dalam
bentuk non kdas mengacu pada ketentuan sebagaimana

a

diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri

al
Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah Kepacda Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam
Rangk a Pr-nvﬂlc-:mn n Hutang Perusahaan Dacrah Air
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Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

membeniuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan
12N
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rrisahaan Dacrah Ar Minum

Tirta Silaupiasa,
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Pasal 18 ayat (6j Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undan g-Undang Darurar Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otoncem Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 358, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomar 10020 -
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Pemerintahan Daerah ({l.embaran Negara Republik
Indonesia Tshun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),

sebagaimana telah diubah beiderapa kai terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tghun 2015 tentang

Peruhahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahiun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja
Negara Tanun Anggaiann 2016  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuin 2016 Nomor 146,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5907);
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Peraturan Pemeriniaili ivomor 98
Pengelolzaan  Keuangan Daerah  {Lemb

Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemeriniah Nomor 2 Tahun 2012 ientang
Hibah Daerah {Lembaran Megarz Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lLembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.05/2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang
Bersumiper dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,
Rekering Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan
Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280);
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teritang Pedoman Penerimaan Hihah Dari Pemerintah
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Piisat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penvertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum, Dalara Rangka Penyelesaian liutang
Perm
Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);

&

szhaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintzah

9. Peraturan Mesnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Proeduk Hukum Daerah (Beﬁta.
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun
2005 tentang pemberian Nama Rumah Sakit Umum
Kisaran dan Pcrusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Asahan {Lembharan Daerah Kabupaten Asahan Tahun

2005 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta

ey i 3 N t W oeastwr s wnest oo Aoty
Suaupiasa {imbaran Daerah habupaten  Asanan
Doy 2084 Neragew 4. Hambaiiam Lembaram Bagwsah

Kabupaten Asahan Nomor 3);

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN .
PERATURAN DAERAI TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHA AN DAERAH AIR MINUM TIRTA
SILAUPJASA KABUPATEN ASAHAN.

T A Uy

.
AD |

KETENTUAN [IMIIM

N ©
i'dsal i

S

Dalam Peraturan Dacran ini yang dimaksuG dengait

i. Daerah adalah Kabu paten Asahan.

5 Dererintah Dacrah  adalah Bupati scbagal umsur
penvelenggara pemerintahan daerah yang memirmp in
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewcnangan daeran otonom.

3. Bu pati adalah Bu pati Asahan.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Kabupaten
Asahan vang selanfutnira disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daeral.

5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siiaupiasa
< tcn Asahan vang sclanfuitnva discbuit PDAM
adaiah perusahaan umum Daerah vang bergerak
dibidang pelayanan air minum.
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ciyertaaln Modal Daerah yang sclanjuluya disingkat
PMT) adalah hentuk nwsstoisi Pemerimtoh Daerah pad
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Non Kas adalah iransaksi yang Udaxk mciibatkan

adanyva nang kas
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MAKSUD DAN TU.JUAN

Pasal 2

\

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai iandasan hukum
bhagi Pemerintah Daerzh dalam melak sanakan PMD pada
PDAM dalam kerangka penvyelesaian hutang PDAM kepada
Pemerintah Pusat secara Non Kas.

Pasai O
Tujuan Peraturan Daerah ini untuk
a. mcmproscs PMD pada PDAM unmuk penycicsaian

huitane PDAM  kepada Pemenntah Pusat vang
dibukukan di Kementerian Keuangan Republik
Indonesia melalui Direktur Jenderal Perimbangan
Ileuangan; dan

pembiakuan, dari hutang

iangka panjang PDAM menjali PMD.
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PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah Non
Kas dari Pemerintah Pusat melalui  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun
Anggaran 2016.



apatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud
pada avat | Perubzhan APBD
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Tahun Anggaran 2016.

Pasai 5
Pemerintah Daeran mengak ui pendapatan nibah Non Kas
dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya Surat Perintah
Pencairan Dana Non Kas dari Kementerian Keuangan
Republik Indonesia.
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PENYERTAAN MODAL
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Fasal 6

3 3 P |

{1} Pendapatan hibah Non Kas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 avat {1} dicumkan un

ik PMD pada

P
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qusansgdr PMD  pada PDAM  scbaganmanag
dimaksid pada avat (1) dalam rangka penvelesaian
hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan
hibah Non Kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Doy e

alidii.

&

LY

MDD pada PDAM stbagaimn ana dimiansud pada ayat {Zj

dianggs

em
/

{2j
arkan dalam akun pembiayvaan, kelompok
perigeiuaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan
modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek penyertaan
modal dan rincian obyck penycriaan modal pada
PDAM.

Pasai 7

™ &

Pemerintah Daeraii melakukan PMD kepada PDAM
sehesar Rp. 18 980.5Q7.000,- (delapan helas milyar
sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus
sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dicatat dalam
nerdaca scbagal €K ullas.
BAB V
PEMBAYARAN HUTANG

1

Pasai 8
PMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan
untuk  penvelesaian  hutang PDAM Non Kas kepada
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan

Republik Indonesia.



Pasal O

Ketentuan mengenai proses penyelesaian penghapusan
hutang dan proses PMD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Paszal 10

Peraturan Daerah ini mula? berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada

N,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
.f.Bada::ﬁanggal 14 Nopember 20816
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snkmrms DAEBAH KABUPATEN ASAHAN,.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (161/2016)
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PENJELASAN
\TA.S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PEINYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA SILAUPIASA

Dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhan air minum

makn harus dlkPlola secara profesmnal dan bPr&Psmambungdn Sebagal
satu-satunya perusahaan yang mengelola pelayanan air minum d
Kabu paten Asshan, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaunasa
Kabupaten Asahan bertanggung jawab untuk memenuhi harapan
masyarax at secara berk elanjutan terhad'ap air minu in yang berkualit as.
Harapan masyarakal tersebul hanya bisa terswyud, apabila
Daerah Air Minum Tirta Silauipiasa Kabu paten Asahan

S ol

dioerikan waktu untuk memperba1k1 manajemen dan keuangan yan

angan Pecusahaan Daerah Air Minum merupakan
Q

(W'}
nal sehing ga Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Keuangan m enerbitkan kebijakan penyelesaian hutang PDAM melalui
skcma pomberian hibah non kas kcpada Pemcermintah Dacrah yang
tertu ang dalam Peratu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016
entang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada
Pemernint ah Dacrah, dan Penycrtaan Modal Pemcenintah Dacrah Kepada
Peru sahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penvelessian Hutang
Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non
Ras.

Periyertaan  mwodal Pemerintalh  Daerahh kepada  PDAM
dilak sa nakan dengan menetapkan Peraturan Daerah tent ang Penvertaan
Modal Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5)
Undang-U ndan.g Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
asal 333 avat (1} Undang-Undang 23 Tzhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58
aivun 20035 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah.

Perbaikan kordisi keu angan  Pecu sahaan Dacran Air Minum
naten A sahan, ner]u dukivinean agar efektivitas ch n

TaLss iR LoV Il

efisiensi penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan
pilijairiaii uai ncgceii, er{.CI'mi.g dan Ainves SLid s, dan r::kcmng
n

nembangunan daerah pada Perusahaa n Daerah Air Minum dapat
diproses melalui upaya optimalisasi untuk pengembalian dan/atau
penghapusan hutang. Sehingga kondisi ini akan meiigalami percepatan
untuk  meningkatkan  kualitas dan  caftupen pelavanan  kepada
masyarakat. Sehingga perusahaan ini dapat beroperasi secara efisien,

koinpetitif dan sehat.



iI. PASAL DEMI PASAL
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Pasal

Cuk up jelas

]

Pasal
Cukunp jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal4

Cuk up jcias

19)
8
%
oy
.
n

Cuk up jelas
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Cukup jelas
Pasal 7

Dicatat dalam neraca sebagai “ekuitas” adalah penyertaan modal
Daerah dicatat dalam neraca sebagai modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cuingp jelas
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Qukup jelas
Pasal 10

Cukupielas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4



